
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI SUMBAWA 
PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 
NOMOR f1 TAHUN 2023 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2024 

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMBAWA, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan pasal 
104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan 
Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum 
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara 
yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD 
pada tanggal 14 bulan Agustus Tahun 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu m enetapkan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat clan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

7 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nornor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Urnum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) , 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

l 1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Tugas Gubernur dan Wewenang Gubemur 
sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 ten tang 
Pengelolaan Transper Ke Daerah Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

18. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji 
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 218); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 
2018 ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah, dan 
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Santuan 
Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ten tang 
Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran 
Pendapatan dan Selanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Santuan Keuangan 
Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1777); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pecloman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Anggaran Penclapatan clan Selanja Daerah, 
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan 
Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 431); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 
Nomor 15). 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA 

dan 

Menetapkan 

BUPATI SUMBAWA 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa. 
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa. 
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa 
yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa. 

Pasal 2 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas 
Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayan Daerah. 

Pasal 3 
Pendapatan daerah direncanakan sebesar 
Rp.2.019 .805.987.980,00 (Dua triliun sembilan belas milyar 
delapan ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu 
sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
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Pasal 4 
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.257.273.746.904,00 (dua ratus lima puluh tujuh 
milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus 
empat puluh enam ribu sembilan ratus empat rupiah), 
yang terdiri atas: 
a . pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.75.888.023.951,00 
(Tujuh puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh 
delapanjuta dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh 
satu rupiah). 

(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp.12.418.717.250,00 (Dua 
belas milyar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus 
tujuh belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). 

(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.14.826.384.273,00 (Empat belas milyar 
delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus delapan 
puluh em pat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). 

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.154.140.621.430,00 (Seratus lima puluh empat milyar 
seratus em pat puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu 
empat ratus tiga puluh rupiah). 

Pasal 5 
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp. l.727.970.455.085,00 
(Satu triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milyar 
Sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus lima 
puluh lima ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 
Rp. l.633.808.290.000,00 (Satu triliun enam ratus tiga 
puluh tiga milyar delapan ratus delapan juta dua ratus 
sembilan puluh ribu rupiah) . 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
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Rp.94.162.165.085,00 (Sembilan puluh empat milyar 
seratus enam puluh duajuta seratus enam puluh lima ribu 
delapan puluh lima rupiah). 

Pasal 6 
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 
Rp.34.561.786.000,00 (Tiga puluh empat milyar lima 
ratus enam puluh satujuta tujuh ratus delapan puluh enam 
ribu rupiah) , yang terdiri atas: 
a. pendapatan hibah; 
b . dana darurat; dan 
c . lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp. 34.561.786.000,00 (Tiga 
puluh empat milyar lima ratus enam puluh satujuta tujuh 
ratus delapan puluh enam ribu rupiah) . 

(3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah) . 

(4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

Pasal 7 
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan 
sebesar Rp.l.989.713.637.822 (Satu triliun sembilan ratus 
delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta 
enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh 
dua rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja operasional; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Pasal 8 
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar 
Rp. l.507.893.742.890 (Satu triliun lima ratus tujuh milyar 
delapan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat 
puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah ), yang 
terdiri atas: 
a . belanja pegawai; 
b. belanja barang dan jasa; 
c . belanja bunga; 
d. belanja subsidi; 
e. belanja hibah; dan 
f. belanja bantuan sosial. 
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(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.908.388.305.898,00 
(Sembilan ratus delapan milyar tiga ratus delapan puluh 
delapan juta tiga ratus lima ribu delapan ratus sembilan 
puluh delapan rupiah); 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp.498.864.500.974,00 
(Empat ratus sembilan puluh delapan milyar delapan ratus 
enam puluh empat juta lima ratus ribu sembilan ratus 
tujuh puluh empat rupiah); 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c direncanakan sebesar Rp.1.545.042.312 (Satu 
milyar lima ratus empat lima juta empat puluh dua ribu 
tiga ratus dua belas rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e direncanakan sebesar Rp.96.553.893.706,00 
(Sembilan puluh enam milyar lima ratus lima puluh tiga 
juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus 
enam rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.542.000.000,00 (Dua 
milyar lima ratus empat puluh dua juta rupiah). 

Pasal 9 
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.186.206.470.462,00 (Seratus delapan puluh enam 
milyar dua ratus enam juta empat ratus tujuh puluh 
ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri 
atas: 
a . belanja modal tanah; 
b. belanja modal peralatan dan mesin; 
c. belanja modal bangunan dan gedung; 
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 
f. belanja modal aset tidak berwujud. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.410.000.000,00 (Empat 
ratus sepuluh juta rupiah) . 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.24.406.572 .531 ,00 (Dua puluh empat milyar empat 
ratus enam juta lima ra tus tujuh puluh dua ribu lima ratus 
tiga puluh satu rupiah) . 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
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Rp.96.687.339.933,00 (Sembilan puluh enam milyar enam 
ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh 
sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 
Rp.64.671.964.918,00 (Empat puluh empat milyar enam 
ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh 
empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 
Rp.30.593.080,00 (Tigajuta lima ratus sembilan puluh tiga 
ribu delapan puluh rupiah). 

(7) Belanja modal aset tidak terwujud sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol 
rupiah) . 

Pasal 10 
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.10.285.000.000,00 
(Sepuluh milyar dua ratus delapan puluh limajuta rupiah), yang 
terdiri atas belanja tidak terduga. 

Pasal 11 
(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar 
Rp.285.328.424.470,00 (Dua ratus delapan puluh lima 
milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus 
dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. belanja bagi hasil; dan 
b . belanja bantuan keuangan. 

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a direncanakan sebesar Rp.8 .830.674.120,00 
(Delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta enam 
ratus tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh 
rupiah). 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.276.497.750.350,00 (Dua ratus tujuh puluh enam 
milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh 
ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah). 

Pasal 12 
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 
direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 
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Pasal 13 
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 
Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), yang terdiri 
atas: 
a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan 
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 

sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima milyar 
rupiah). 

(3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

(4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

(5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol 
rupiah) . 

(6) Penerimaan kembali pemberian pmJaman daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan 
sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

(7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol 
rupiah). 

Pasal 14 
(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar 
Rp.35.092.350.167,00 (Tiga puluh lima milyar sembilan 
puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus enam 
puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas: 
a. pembentukan dana cadangan; 
b. penyertaan modal daerah; 
c. pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo; 
d. pemberian pinjaman daerah; dan 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol 
rupiah). 
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(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp.3.705.000.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima juta 
rupiah). 

(4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan 
sebesar Rp.31.387.350.167,00 (Tiga puluh satu milyar tiga 
ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu 
seratus enam puluh tujuh rupiah). 

(5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol rupiah). 

(6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol 
rupiah). 

Pasal 15 
(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya 
surplus/(defisit) sebesar Rp.30.092.350.167,00) (Tiga 
puluh milyar sembilan puluh duajuta tiga ratus lima puluh 
ribu seratus enam puluh tujuh rupiah). 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan 
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 
direncanakan sebesar Rp.-30.092.350.167,00) (Minus tiga 
puluh milyar sembilan puluh duajuta tiga ratus lima puluh 
ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) 

Pasal 16 
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 
belum tersedia anggarannya clan/ atau pengeluaran 
melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah 
1m, yang selanjutnya dimasukan dalam Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa 
Tahun Anggaran 2024 dengan tata cara sesuai dengan 
cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan 
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah, clan pemberitahuan 
kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sumbawa selanjutnya disampaikan dalam 
Laporan Realisasi Anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

clan/ atau kejadian luar biasa; 
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 
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c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat rnengganggu 
kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan rnendesak sebagairnana dirnaksud pada 
ayat ( 1) rneliputi: 
a. kebutuhan daerah dalarn rangka pelayanan dasar 

rnasyarakat yang anggarannya belurn tersedia dalarn 
tahun anggaran berjalan; 

b . belanja daerah yang bersifat rnengikat dan belanja yang 
bersifat wajib; 

c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 
pernerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan 
sebelumnya, serta arnanat peraturan perundang­
undangan; dan/atau 

d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 
rnenirnbulkan kerugian yang lebih besar bagi 
pemerintah daerah clan/ atau masyarakat. 

Pasal 17 
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 tercantum dalam 
Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
1. Lampiran I Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut 

Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, 
Dan Pernbiayaan; 

2 . Larnpiran II Ringkasan APBD Yang Diklasifikasikan 
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan 
Organisasi; 

3. Larnpiran III Rincian APBD Menurut Urusan 
Pernerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelornpok, Jenis 
Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan; 

4. Larnpiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan 
Beserta Sub Keluaran; 

5 . Larnpiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 
Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan 
SPM; 

7. Larnpiran VII Sinkronisasi Program Pada RPJMD /RPD 
Dengan Rancangan APBD; 

8. Larnpiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub 
Kegiatan Pada RKPD Dan Ppas Dengan 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
APBD; 
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9. Larnpiran IX 

10. Larnpiran X 

11. Larnpiran XI 

Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dan 
Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas 
Kabupaten/ Kata; 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Dan 
Per Jabatan; 
Daftar Piutang Daerah; 

Pasal 18 
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan APBD. 

Pasal 19 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa. 

· mbawa Besar 
Desember 2023 

Diundangkan di Sumbawa Besar 
pada tanggal ~:t:=!:~~M6e,r B-.oci?, 

SEKRET 

LEMBARA BUPATEN SOMBAWA TAHON 2023 NOMOR I/ 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOMBAWA, 
PROVINS! NOSA TENGGARA BARAT NOMOR 81. TAHON 2023 
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